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Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
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Perbandingan Perizinan Berusaha Sebelum dan Sesudah

UU Cipta Kerja
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Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK

Perizinan Berusaha

Setelah UU CK

Kepastian Belum ada standar perizinan berusaha di K/L dan 

daerah

NSPK sebagai acuan tunggal di K/L dan daerah

Kemudahan Tidak dibedakan kemudahan berdasarkan tingkat 

risiko, seluruh kegiatan usaha wajib memperoleh 

izin usaha

Perizinan usaha dibagi berdasarkan tingkat risiko, 

dan khusus untuk UMK risiko rendah, NIB berlaku

sebagai izin tunggal, sertifikasi halal, dan SNI

Transparansi Beberapa izin masih harus diurus secara manual ke

K/L atau Pemda

Seluruh perizinan berusaha dapat diurus melalui

OSS

Waktu Tidak ada standar waktu pengurusan perizinan Setiap jenis perizinan ada standar waktu dan berlaku

mekanisme fiktif positif pada sistem OSS

Biaya Untuk perizinan dilakukan secara manual sehingga 

ada potensi terjadi pungli

Biaya ditetapkan dalam PNBP atau retribusi daerah

dengan pembayaran online melalui perbankan

Pengawasan Tidak ada sistem khusus pengawasan Ada sistem pengawasan untuk usaha untuk

pengecekan kepatuhan



Alur Sistem OSS Berbasis Risiko
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Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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Risiko Rendah

Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah Rendah

NIB + Sertifikat Standar (SS) 

(Pernyataan Mandiri)

Risiko Menengah Tinggi

NIB + SS 

(Pernyataan Mandiri yang Verifikasi)

Risiko Tinggi

NIB + Izin (+SS)

Paradigma perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko. Artinya perizinan

berusaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha dan tingkat risiko ini menentukan jenis

perizinan berusaha. Semakin rendah risiko usahanya, maka semakin mudah dan cepat prosesnya.



Pendaftaran Badan Hukum Baru/

Perubahan Badan Hukum

(Setelah Perpres 13/2018)

Perizinan/

Perpanjangan Perizinan

Badan Hukum

(PT, Yayasan, Koperasi, CV, 

Firma)

Menyampaikan Data 

Beneficial Ownership 

Menyampaikan Data 

Beneficial Ownership 

Mengintegrasikan Data 

Beneficial Ownership

Kementerian 

Hukum dan HAM

Ditjen Administrasi Hukum

Umum (AHU) sebagai

integrator data yang

menghimpun Data BO:

1. Saat pendaftaran badan

hukum baru

2. Saat badan hukum

mengurus perizinan/

perpanjangan perizinan

Kementerian Koperasi 

dan UKM
Kementerian 

ESDM

Kementerian 

ATR/BPN
Kementerian 

Pertanian

Kementerian 

KLHK

Kementerian 

Perdagangan

Memanfaatkan Data 

Beneficial Ownership

Memanfaatkan basis Data Beneficial 

Ownership sesuai tugas masing-

masing

Kementerian 

Keuangan

Kepolisian RI Kejaksaan RI

PPATK
KPK

Masyarakat

Badan Hukum yang telah terdaftar

sebelum terbitnya Perpres

13/2018

Menyampaikan

Declare Data BO

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS

Proses Bisnis Integrasi Data Pemilik Manfaat



Penetapan Regulasi
• Kementerian Investasi/BKPM perlu merumuskan dan menetapkan regulasi terkait penerapan

beneficial ownership bagi Pelaku Usaha.

• Penyampaian informasi beneficial ownership dimungkinkan untuk dilakukan di luar proses
pendirian badan hukum, dimana dalam hal korporasi belum menetapkan pemilik manfaat,
korporasi dapat menyampaikan surat kesediaan untuk menyampaikan informasi pemilik
manfaat kepada instansi berwenang.
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Melakukan Sosialisasi atas akan dilakukannya Penerapan Pemilik Manfaat2

Pemilik Manfaat: Rencana Kementerian Investasi/BKPM 

ke Depan
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Statistik Penerbitan NIB – OSS Berbasis Risiko

(4 Agustus 2021 – 15 September 2021 16:00 WIB)



Statistik Proyek/Kegiatan Usaha – OSS Berbasis Risiko

(4 Agustus 2021 – 15 September 2021 16:00 WIB)




